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REFORMASI BIROKRASI MELALUI PENGEMBANGAN
KEPEMIMPINAN ENTREPRENEUR
DI ERA NEW PUBLIC MANAGEMENT

~ Muchamad Zaenuri '

Abstract

Bureaucratic reform through the transformation of leadership is an important issue that must
be developed, especially in Indonesia. In which Indonesia is currently in the process of
reforming the bureaucracy, so it is necessary to reform the leadership style. one among several
models of leadership that is appropriate in the era of new public management is
entrepreneurial leadership. Based on the experience in some counfries, it is necessary to
formulate entrepreneurial leadership model that can be applied in Indonesia in the context of
new public management. Entrepreneur leadership must be able to proactively innovate
governance system although it carries the quite high risk. Efficient institutional arrangements
with performance-based restructuring and provide excellent service supported by information
technology interactively with the community.

Entrepreneurial leaders have the scope of roles ranging from identifying the needs and
problems and anticipate change, demands, opportunities, and also risks faced. After all
identified correctly, then the vision and purpose of improvement of governance, as well as
achievement strategies need to be set in measurable and realistic form. Next is to organize the
resources (financial, human resources, technology) to realize the goals that have been set
previously. And lastly, as a new beginning for further improvement is to evaluate the
performance of governance after the implementation of new public management (NPM).

Keywords: Bureaucratic Reform, Enterpreneur Leadership, New Public Management.

Pendahuluan
Salah satu isu penting yang dibahas  menginternalisasi milai-nilai lama seperti
dalam reformasi birokrasi adalah menyangkut  paternalisme (Sutherland, 1973), mental

kepemimpinan dalam organisasi publik, priyayi (Onghokham, 1980), mental pangreh

termasuk birokrasi pemerintah di Indonesia
darn pusat hingga daerah. Seperti sudah
diketahur secara luas selama bertahun-tahun
terutama di era Orde Baru, birokrasi
pemerintah tidak bisa digolongkan ke dalam
tatanan yang demokratis, rakyat sebagai
unsur utama dari demokrasi tidak mempuyai
peran yang bisa mengontrol birokrasi secara
maksimal (Thoha, 1999). Disamping itu
birokrasi pemerintah daerah juga telah

(Suwarno, 1990) yang jauh dan pnnsip-
prinsip governance (Purwanto, 2005:179),
dimana nilai-nilai tersebut justru mendorong
terjadinya bad govermance yang kemudian
juga akan mendorong munculnya praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme. Dani karak-
teristik tersebut  secara implisit dapat
diasumsikan bahwa reformas: birokras: yang
paling urgen dapat dimulai dari reformasi
kepemimpinan, karena budaya paternalistik
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pemimpin memiliki kesadaran penuh untuk
mengambil risiko yang paling mungkin
dilakukan dengan resources yang dimiliki
ditengah-tengah sempitnya kesem-patan yang
ada. Sementara proaktif dapat berarti mampu
mencegah dan mengantisipasi persoalan
sebelum persoalan tersebut muncul melalui
ketekunan, adaptasi dan kemampuan
membangun premis-premis terhadap datang-
nya kegagalan yang mungkin akan terjadi
(Currie, et.al., 2008). Meski demikian, pada
saat seperti itu biasanya kepemimpinan
apapun bentuknya dapat dipastikan selalu
dalam keadaan “di bawah tekanan”, apalagi
ketika media massa juga menjadikannya
headline dari pelbagai isu yang membutuhkan
penyelesaian segera oleh pemimpin (Boin,
etal, 2005). Bahkan kalau ada tekanan dari
masyarakat dan parlemen dalam sistem
demokrasi, penerapan model kepemimpinan
entrepreneur menjadi semakin sulit dan
berada dalam tekanan berat (Elgie, 1995: 19).

Dari paparan tersebut patut dikemu-
kakan pertanyaan: bagaimana realitas di
Indonesia? Apakah Indonesia juga memerlu-
kan model kepemimpinan entrepreneur
tersebut di era mew public management?
Premis-premis apa yang perlu dikembangkan
untuk menjalankan model kepemimpinan
tersebut 7

Era New Public Management

Istilah New Public Management (NPM)
awalnya dikenalkan oleh Christopher Hood
(1991) sebagai suatu pendekatan manajemen
modern yang muncul di Eropa pada akhir
tahun 1980-an atau awal tahun 1990-an
sebagai reaksi terhadap administrasi publik
(negara) yang tradisional, yang dinilai tidak
efisien, tidak produktif, kurang inovatif, dan
lain-lain. Fokus perhatian NPM adalah pada
pelaksanaan desentralisasi, privatisasi, dan
modernisasi pelayanan publik. Istilah lain
dari NPM antara lain adalah managerialism

(Pollit, 1990), marked-based public adminis-
tration (Rosenbloom, 1992), post bureau-
cratic paradigm (Barzelay 1992), atau entre-
preneural government (Osborne and Gaebler,
1992), namun yang sering dipakai adalah
New Public Management. Secara umum
NPM dipandang sebagai suatu pendekatan
dalam administrasi publik yang mengadopsi
dan menerapkan prinsip, pengetahuan dan
pengalaman dunia manajemen bisnis untuk
memperbaiki efisensi, efektivitas, dan kinerja
pelayanan publik pada sektor publik. NPM
juga sangat menitik beratkan pada
mekanisme pasar dalam  mengarahkan
program-program publiknya.

Penerapan konsep NPM menyebabkan
terjadinya  perubahan  mendasar pada
administrasi publik yang dimilai  kaku,
birokratis dan hirarkis ke arah yang lebih
fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar.
Konsep NPM dipandang sebagai bentuk
reformasi atau modernsasi  administrasi
publik. NPM menawarkan desentralisasi
wewenang, depolitisasi kekuasaan sehingga
mendorong demokrasi. Perubahan tersebut
mengubah peran pemerintah terutama dalam
hal hubungan antara pemerintah dan
masyarakat (Hughes, 1998). Pada perkem-
bangan lebih lanjut NPM ini melahirkan
reinventing  government vyang  bersifat
reformatif (Osbomne, 1992).

Karakteristik utama NPM adalah
perubahan  lingkungan  birokrasi  yang
didasarkan pada aturan baku menuju sistem
manajemen publik yang fleksibel dan lebih
berorientasi pada kepentingan publik
(Syafrie, 2012). Menurut pandangan NPM ini
permasalahan birokrasi bukan muncul karena
buruknya peraturan perundang-undangan dan
kebijakan atau program, tetapi karena
buruknya manajemen. Sehubungan dengan
itu NPM merumuskan beberapa doktrin
antara lain : berfokus pada manajemen bukan
kebijakan, debirokratisas), berfokus pada
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kinerja dan penilaian kinerja, akuntabilitas
berbasis hasil, pemecahan birokrasi publik ke
dalam unit-unit kerja, penerapan mekanisme
pasar melalui outsourcing untuk membantu
persaingan sektor publik, pemangkasan
biaya, kompensasi berbasis kinerja, dan
kebebasan manajemer dalam mengelola
organisasi (Hughes, 1994; Vigoda 2003).

Sedangkan reinventing government
berisi hal-hal sebagai benikut: Pertama,
pemerintah harus bersiat katalitik, berfokus
pada pemberian arahan, bukan ikut campur
mengerjakan sesuatu yang seharusnya diker-
jakan sendiri oleh masyarakat, Kedua,
pemerintah milik masyarakat sehingga
pemerintah perlu memberdayakan masya-
rakat, bukan sekedar melayan;, Ketiga,
pemerintah perlu mendorong atau memun-
culkan semangat kompetisi dalam pemberian
pelayanan publik; Keempat, pemerintah
digerakkan oleh misi, mengubah pemerintah
yang biasa digerakkan oleh peraturan menjadi
organissi yang digerakkan oleh misi; Kelima,
pemerintah berorientasi pada hasil dengan
membiayai hasil, bukan masukan; Keenam,
pemerintah berorientasi pada pemenuhan
kepentingan pelanggan, bukan memenuhi
kepentingan birokrasi itu sendiri; Ketujuh,
pemerintah  yang memiliki  semangat
wirausaha, bukan sekedar membelanjakan;
Kedelapan, pemerintah yang antisipatif, lebih
berupaya mencegah masalah daripada
mengobati; Kesembilan, pemerintah yang
terdesentralisasi (membagi kewenangan, dari
hirarki menuju partisipasi dan kerjasama
kelompok; dan Kesepuluh, pemerintah
berorientasi pada  mekanisme  pasar,
melakukan perubahan dengan mendongkrak
(insentif), bukan dengan mekanisme
administratif yang prosedural dan memaksa
(Osborne dan Gaebler, 1992).

Implementasi NPM dalam suatu negara
sebenamya tidak harus mengadopsi secara
keseluruhan bisa jadi hanya mengambil spirit
¥

atau sebagian dari prinsip-prinsip tersebut.
Kepopuleran NPM ini seringkali
mengaburkan makna dari manajemen publik
itn sendiri, misal semangat swastanisasi
diberi pengerian bahwa semua badan usaha
pemerintah harus diswastakan, mestinya
harus memilih badan usaha mana yang tidak
efisien baru diswastakan, kalau masih sehat
tidak perlu diswastakan. Demikian juga
dalam  pemberian  pelayanan  kepada
masyarakat harus diukur dengan
menggunakan  angka  indeks  unfuk
mengetahui tingkat kepuasannya, mestinya
harus dilihat jenis pelayanannya apakah

masyarakat yang dimintai keterangan
memang mengalami  atau  merasakan
pelayanan yang diukur atau tidak.

Pengenalan NPM diharapkan akan
membuat  masyarakat dan  birokrasi
pemerintah mampu berhubungan secara lebih
nyaman, berbiaya murah dan efektif terutama
bagi pemerintah sebagai penyedia pelayanan.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa
aplikasi NPM tersebut membawa banyak
perubahan dan peningkatan kinerja dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah
(Wibawa, 2005). NPM merupakan paradigma
vang secara ekstrim berbeda strukturnya
dibandingkan dengan struktur birokrasi
tradisional, penerapan NPM di negara
berkembang seperti Indonesia akan terasa
sulit dan sangat dibutuhkan adanya
kepemimpinan entrepreneur yang kuat
(Anderson, 2006).

Realitas di Indonesia

Reformasi yang dimulai pada tahun
1998 akan terus berlanjut dan belum menun-
jukkan titik akhirnya. Beberapa agenda
reformasi yang telah dilaksanakan, sebagian
besar masih dalam bidang politik. Dalam
melihat fenomena implementasi NPM di
Indonesia, Fadel Muhammad (2008)
mencatat adanya tiga fenomena yang




Muchamad Zaenun, Reformasi birokrasi melalui pengembangan kepemimpinan entreprencurship

menonjol, yartu sistem pemenintahan yang
desentralistis, pemilaian kinerja pemerintah
dan privatisasi BUMN, Tonggak sejarah yang
paling nyata dalam implementasi NPM di
Indonesia adalah dengan pemberlakuan
sistem  pemerin-tahan yang desentralistis
lewat Undang-undang Nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah yang kemudian
dbah dengan Undang-undang Nomor 32
tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut
memberi penekanan pada pemberian kewe-
nangan seluas-luasnya kepada daerah agar
daerah memiliki kewenangan membuat
kebyakan wuntuk pelayanan, peningkatan
peran serta, prakarsa dan pemberdayaan,
dengan mengutamakan kesejahteraan masya-
rakat di daerah. Dalam menjalankan sistem
pemenntahan yang desentralisitis ini peme-
nntah  daerah diserahi otoritas untuk
menjalankan pelbagai urusan.

Implementasi doktrin NPM juga dapat
dilihat dari kewajiban bagi pemerintah daerah
untuk melakukan penilaian kinerjanya.
Seperangkat aturan diberlakukan antara lain
melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertang-
gungjawaban Kepala Daerah, PP Nomor 105
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah, dan kemudian dilanjutkan
dengan PP Nomor 56 Tahun 2002 tentang
Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerin-
tzhan Daerah dan PP Nomor 20 Tahn 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah. Dalam
level unit kerja di SKPD pemenintah daerah
juga diwajibkan untuk menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) setiap tahun. Demikian juga dalam
penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
menggunakan sistem berbasis kinerja.

Doktrin NPM juga diimplementasikan
dengan pemberlakuan peraturan perudangan
privatisasi di Indonesia, seperti Keppres
Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim
Kebyakan Privatisasi BUMN. Tujuannya

untuk meningkatkan kinerja BUMN vyang
meliputi  perbaikan struktur permodalan,
meningkatkan profesionalisme dan efisiensi
usha, perubahan budaya perusahaan,
memperluas partisipasi masyarakat dalam
kepemilikan saham BUMN serta pencapaian
mlai tambah perusahaan melalui penerapan
prinsip good corporafe governance yang
didasarkan pada transparansi, akuntabilitas
dan kemandirian (Muhammad, 2008),

Banyak  praktek  penyelenggaraan
pelayanan publik juga terinspirasi dari
doktrin NPM, seperii standarisasi pelayanan
publik yang dilaksanakan pemerintah, mulai
dari sertifi-kasi pelayanan melalui ISO 9000,
standar pelayanan minimal (SPM), kontrak
pelayanan (citizen charter), pengukuran
indeks kepu-asan masyarakat dan penyatuan
pusat pelayanan dalam satu kantor atau satu
atap. Bentuk lain implementasi doktrin NPM
adalah inovasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, mulai dann  tata kelola
pemerintahan hingga sampai penyusunan
analisis jabatan dan beban kerja yang
dilakukan sebagaimana perusahaan swasta.

Doktrin NPM tersebut juga direspon
dengan penerapan electronic government (e-
gov), sebagian besar pemerintah daerah sudah
menggunakan teknologi informasi untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Pemanfaatan  teknologi  internet  oleh
pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan
perkembangan yang cukup pesat Hal ini
terlihat dan jumlah pemerintah daerah yang
telah memiliki website hingga tahun 2012
sudah mencapai 90% (Kompas, 28 November
2012). Disamping pemanfaatan website untuk
desiminasi kebijakan dan informasi sekarang
sudah mulai dikembangkan menjadi media
untuk pengadaan barang/jasa (e-procurement)
agar bisa dicapai azas transparansi dan
akuntabilitas.

Dari berbagai praktek penyelenggara-
an pemerintahan yang menggunakan spirit
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NPM ternyata masih banyak menimbulkan
kendala dan bahkan ada yang mempunyai
dampak bersifat negatif (Purwanto, 2010),
bahkan ada beberapa pakar yang masih
meragukan. NPM dinilai kurang memper-
hatikan keadilan sosial karena menempatkan
masyarakat sebagai customer bukannya
citizen (Denhardt & Denhardt, 2003), dan
kurang berhasil mengelaborasi kemitraan
antara warga negara, pemerintah dan sektor
swasta (Vigoda, 2003).

Perlunya Kepemimpinan Entrepreneur
Setelah berlangsung beberapa tahun,
penerapan desentralisasi pemerintah temyata
sering menyebabkan konflik berkepanjangan
antara pemimpin lokal dan nasional dalam
memperebutkan komoditi suatn  daerah
(Palmer, 2007). Munculnya “raja-raja kecil”
di daerah semakin jauh dan semangat NPM,
demikian juga banyak kepala daerah yang
tersangkut dalam kasus korupsi, malah
sekarang ada wacana untuk resentralisas:
kembali. Banyak kalangan menilai bahwa
desentralisasi dan demokratisasi tersebut
kebablasan. Dalam beberapa hal, banyak
kepala daerah tidak bisa menjadi agen imple-
mentasi kebijakan pemerintah pusat, kasus
Wakil Walikota Surakarta (Suvara Merdeka,
12 Januari 2012) yang turun ke jalan karena
menolak kenaikan harga BBM merupakan
salah satu contoh. Persoalan perebutan yang
bernilai negatif tersebut sebenarnya bisa
dieliminasi atau ditransformasi menjadi
sebuah kerjasama yang produktif diantara
para aktor di berbagai tingkatan daerah
apabila bisa dikelolah oleh kelembagaan dan
kepemimpinan yang mempunyai semangat
visi entrepreneur (Purbokusumo, 2010).
Lemahnya dukungan kelembagaan dan
kepemimpinan ini juga membuat beberapa
program yang terkait dengan reformas:
tersebut menuai hasil yang tidak optimal.

Penilaian kinerja sebagai salah satu
bentuk implementasi NPM juga masih
menemui kendala, secara formal pemerintah
daerah sudah menyusun laporan kinerja
sesuai dengan peraturan yang ditetapkan,
namun pelaporan masih sebatas pada
“menggugurkan kewajiban” belum menjadi
bagian vyang komprehensif dari sistem
akuntabilitas publik. Demikian juga tindak
lanjut dan  laporan tersebut  belum
menunjukkan hal yang menggembirakan.
SKPD di daerah setiap tahun menyusun
LAKIP tetapi tidak ada kelanjutannya bahwa
laporan tersebut akan dijadikan bahan
evaluasi untuk  perencanaan  ditahun
berikutnya (Dwiyanto, 2006). Penyusunan
anggaran dengan berbasis kinerja sudah
dilakukan tapi masih sebatas pada “upacara”
penyusunan anggaran belum menyentuh pada
hal yang bersifat substansial dan sebagai
instrumen pemecaham masalah  publik
(Santoso, 2003). Permasalahan penilaian
kinerja fersebut apabila dilihat dan sistem
yang ada sudah cukup balk namun perlu
adanya penegakan aturan dan disertai
monitoring yang cermat dan pemmpin
organisasi. Penilaian kinerja tidak akan bisa
efektif apabila pemimpin hanya berorientasi
pada pemenuhan aturan dan mencukup:
kebutuhan adminmistratif, perlunya kepemim-
pinan entrepreneur yang berorientasi pada
hasil dan digerakkan oleh mist.

Privatisasi BUMN sebagai sempat
menjadi i1su nasional merupakan bentuk
implementasi dari NPM di Indonesia.
Privatisasi BUMN banyak dilakukan pada
waktu Megawati menjadi presiden dan
Laksamana Sukardi menjadi menteri BUMN.
Banyak kontroversi dalam privatisasi BUMN
pada waktu itu, tuduhan pada rezim waktu itu
pemerintah banyak menjual aset negara
kepada swasta (Kompas, 3 Maret 2002) dan
setelah tidak menjadi menteri Laksamana
Sukardi sempat diperkarakan di pengadilan.
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Apabila dilihat dari kotek kepemimpinan
entrepreneur memang cukup bagus karena
permmpin melakukan pembaruan dan berani
mengambil risiko, tetapi kalau tidak disertai
dengan transparansi tentu saja kurang bisa
berjalan secara efektif. Dan program
privatisasi BUMN ini hingga sekarang tidak
yelas kelanjutannya.

Dalam bidang pelayanan publik secara
umum sudah mulai nampak ada peningkatan
vaitu dengan mulainya diterapkan standari-
sast  pelayanan publik. Dengan adanya
standarisasi ini diharapkan dapat meningkat-
kan akuntabilitas dan juga transparansi
pelayanan publik. Masyarakat bisa memper-
oleh pelayanan yang standar sesuai dengan
apa yang menjadi janji dari pemerintah
daerah. Berbagai instrumen mulai dikem-
bangkan namun persoalan yang mengemuka
adalah kurangnya kesamaan antara daerah
dalam menentukan standar sehingga banyak
investor yang memilih-milih lokasi untuk
investasi (Dwiyanto, 2006). Antar daerah
mempunyai mekanisme dan prosedur yang
berbeda sehingga menyulitkan bagi pihak
swasta yang akan melakukan kerjasama.
Praktek pengukuran kualitas pelayanan sudah
dilakukan di  setiap daerah dengan
menghitung nilai indeks kepuasan namun
pada kenyataannya masih bersifat subyekitif
dan adakalnya dilakukan oleh pemerintah itu
sendiri, tentu saja hasilnya mudah ditebak
bahwa masyarakat merasa puas untuk
dilayam. Dari kondisi yang seperti ini perlu
adanya  kepemimpinan yang  bersifat
entrepreneur antara lain dengan melalui
inovasi pelayanan yang tidak menimbulkan
disparitas dan deskriminatif.

Aplikasi teknologi informasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan (e-govern-
meni) masih menghadapi kendala, banyak
faktor yang menyebabkan antara lain adalah
terkait dengan belum memadainya kapasitas
SDM pengelola teknis, keterbatasan infra-

struktur pendukung, masih lemahnya regulasi
dan kelembagaan, terbatasnya dukungan
anggaran pemerintah, serta masih rendahnya
komitmen dan keseriusan dari para pemimpin
(Purbokusumo, 2010). Sementara di kalangan
masyarakat sendin juga masih banyak yang
belum mampu mengakses media elektromk
terutama internet, baik karena rendahnya
pengetahuan dan tingkat melek warga
terhadap teknologi informasi maupun karena
keterbatasan ekonomi sehingga belum
banyak yang menjadikan internet sebagai
sumber informasi, atau bahkan informasi
belum dianggap sebagai kebutuhan penting
bagi mereka. Kepemimpinan entrepreneur
yang bisa melakukan inovasi secara teknologi
harus diimbangi dengan inovasi sosial karena
menyangkut masyarakat banyak yang belum
semuanya melek teknologi.

Model Kepemimpinan Entrepreneur di
Era New Public Management dan
Penerapannya

Sebagaimana diketahui bahwa
kepemimpinan entrepreneur memerlukan
adanya inovasi, berani mengambil risiko dan
proaktif. Terdapat pelajaran penting dan
penerapan NPM di Indonesia yang sebagai-
mana telah dipaparkan sebelumnya. Dalam
pengembangan model NPM mencakup tiga
domain penting yang perlu diperhatikan,
yaitu kelembagaan (sistem penyelenggaraan
pemerintahan), organisasi (lembaga peme-
rintah dan pemangku kepentingan), dan
teknologi informasi (Purbokusumo,2010).

Pengalaman beberapa negara seperti
AS khususnya di Departemen Rekreasi kota
Philadelphia yang mulai menerapkan
program  inovasi  dalam  membenkan
pelayanan publik, program yang dimaksud
adalah dengan melakukan privatisasi
beberapa urusan penyelenggaraan pelayanan
publik khususnya pada penyediaan fasilitas
rekreasi perkotaan. Beberapa perusahaan
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yang mempunyai program Corporate Social
Responsibility diajak untuk melakukan
kemitraan dan bersinergi dalam pengelolaan
beberapa tempat rekreasi (Perlmutter, 1995).
Demikian juga di kota New York dalam
pengelolaan taman kota, pemernntah kota
New York menjalin kemitraan dengan pihak
pthak swasta. Di Massachusets pemerintah
kota melakukan kontrak kerjasama dengan
beberapa komunitas masyarakat dalam
pelaksanaan program proteksi terhadap anak-
anak yang kurang mampu (Osborne, 2010).

Di Norwegia reformasi sektor publik
dimulai tahun 1990-an yang pada intinya
untuk menggganti monopoli publik dengan
pasar yang kompetitif. Norwegian Planning
And Building Act (NPBA) menjelaskan
kewajiban dan tanggung jawab pelaksana/
perusahaan swasta disektor pembangunan
dalam rangka mengurangi kerusakan yang
diakibatkan oleh kesalahan perencanaan,
desain, dan konstruksi. Sedangkan kewajiban
pemerintah adalah harus mengontrol semua
izin mendirikan bangunan/perumahan yang
telah dikeluarkan. Amanat NPBA adalah
adanya pergeseran dari publik ke swasia
dimaksudkan supaya tanggung jawab, dan
fungsi perencanaan pembangunan bergeser
dari fungsi publik ke sektor swasta. Hal
tersebut dianggap sangat relevan karena
sektor swasta lebih menguasai desain dan
konstruksi bangunan yang cocok dengan
iklim, misalnya angin kencang, hujan salju,
dan mencairnya es secara besar-besaran
akibat pemanasan global (Eakin, 2011).

Di Inggris mulai pada tahun 2002
menerapkan program FLocal Government
Modernisation Agenda (LGMA) atau
penerapan e-gov di pemerintahan lokal.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik, pengembangan
kapasitas pemerintahan lokal dan kepemim-
pinan, dan pengembangan e-gov. Pada tahap
awalnya program ini mengalami kendala di
g

tingkat staff dan keterbatasan dama, namun
perlahan-lahan kendala tersebut dapat diatasi.
Keberhasilan 1m1 sangat ditunjang oleh
kepemimpinan lokal dengan komitmen yang
kuat untuk menjalankan program tersebut
(Martin, 2012).

Terdapat pelajaran penting dan
pengalaman di ketiga negara tersebut dan
banyak negara lainnya yang lebih berhasil
dalam mengembangkan NPM. Dalam
penerapan NPM di Indonesia secara khusus
Fadel Muhammad (dalam Andi Gam, 2012)
menyusun beberapa agenda antara lan
reformasi  birokrasi pemerintah  daerah,
menjalankan kebijakan yang digerakkan oleh
pasar untuk memperkuat fondasi ekonom
rakyat, menjadi pemerintah yang katalis
dengan memanfaatkan faktor endowment
daerah untuk’ meningkatkan produksi
pertanian, menyiasati hambatan lingkungan
makro berupa kekakuan dan instansi pusat
yang mengakibatkan daerah tidak mampu
memanfaatkan potensi dan peluang bisnis di
daerah, lingkungan makro, menjadikan
pemerintah daerah yang berorientasi pada
pelanggan dan pemerintah yang antisipatif,
dan membangun keunggulan daya saing yang
berbasis pada keunggulan lokal.

Untuk dapat menggerakkan prinsip-
prinsip NPM tersebut dalam organisasi
pemerintahan daerah diperlukan kepemim-
pinan kuat yang tertuang dalam kapasitas
manajemen (Muhammad, 2008) berbasis
entreprenenr. Tawaran dan Osbome (2010)
patut dipertimbangkan, dimana kepemim-
pinan enfrepreneur di sektor publik harus: 1)
menembus sekat-sekat dalam orgamsasi
dengan membuat sistem produksi berbasis
jaringan, 2) mencari sumber daya baru dalam
pembiayaan, material dan SDM, 3) meman-
faatkan  kapasitas pemenntah  untuk
meyakinkan, mendesak, dan mendefi-nisikan
hak-hak pribadi dan tanggung jawab, 4)
mendistribusikan hak untuk menentukan dan
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mempertimbangkan nilai apa yang sudah
diproduksi, dan 5) mengevaluasi 1novasi
dalam hal keadilan, kewajaran, dan pengem-
bangan masyarakat yang efisien dan efektif.

Berbekal dari pengalaman beberapa
negara tersebut, perlu dirumuskan model
kepemimpinan enfreprenenr yang paling
mungkin diterapkan di Indoensia dalam
kontek new public management.
Kepemimpinan entrepreneur harus mampu
untuk proaktif melakukan inovasi sistem
penyelenggaraan pemerintahan meskipun
membawa risiko cukup tinggi. Penataan
kelembagaan yang efisien dengan melakukan
restrukturisasi  berbasis  kinega, dan
memberikan  pelayanan prima  dengan
dukungan teknologi informasi yang interktif
dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

Appleby, Robert C. 1987, Modern Business
Administration, Pitman Publishing,
London.

Anderson, K.V. 2006. “e_Government: Five
key challenges for management”, in
The Electronic Journal of e-
Ciovernment, Yol. 4, Issue 1, pp. 1-8.

Andi Gani, “Konsep Kepemimpinan Sektor
Publik”, dalam Modul Kuliah Kepe-
mimpinan Sektor Publik, FIA-UB,
Tidak Diterbitkan, 2008.

Boin, A, Har, P. Stern, E. dan Sundelius,
2005. The Politics of Crisis
Management: Public Leadership Under
Pressure, in Public Administration
Review, vol 85, No. 2, pp 541-568.

Barzelay, M. 1992, Breaking Through
Bureawcracy: A New Vision jfor
Managing  Government, Berkeley:
University of California Press.

Bass, BM. 1990. “Concept of Leadership”
(Chapter 1), Handbook of Leadership:
Theory, Research and Managerial
Aplication, Free Press, New York.

Cowvin, J.G. dan Slevin, D. 1991, “A Concep-
tual Model of Entreprneurship as Firm

Cakupan dan peran kepemimpinan
entrepreneur dimulai dan mengidentifikasi
kebutuhan dan permasalahan serta mengan-
tisipasi perubahan, tuntutan, peluang, dan
juga risiko vyang dihadapi.  Setelah
teridentifikasi dengan baik maka visi dan
tujuan perbaikan penyelenggaraan pemerin-
tahan perlu ditetapkan secara terukur dan
realistis, beserta strategi pencapalannya.
Berikutnya adalah mengorganisasikan sum-
berdaya (finansial, SDM, teknologi) untuk
merealisasikan tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Terakhir, sebagai
awal baru bagi perbaikan selanjutnya adalah
dengan mengevaluasi kinerja penyeleng-
garaan pemerintahan setelah penerapan new
public management (NPM).

Behavior, in Entreprencurship Theory
and Practice, Vol. 16, No. 1, pp. 7-25.

Currie, G., Humpreys, M., Ucbasaran, D.,
dan Macmanus, S. 2008. Entrepreneur
Leadership in English Public Sector:
Paradox or Posibility?, in Public Admi-
nistration, Vol 86, No. 4, pp 987-1008.

Clark, J. and J. Newman, 1997. The Mana-
gerial State, London: Sage Publication.

Denhardt, Robert B and Janet V Denhardt.
2006. Public Administration, Thomson
Wadsworth, USA.

Hoods, C. 1991. “A Public for All Season, in
Public Administration, vol. 69, p. 3-9.

Hughes, Owen. 1994, Public Management
and Administration: An Introduction,
NewYork: Saint Martin Press.

Martin, §.J. 2002. “The Modernisation of
UK Local Government”, in Public
Mana-gement Review, Vol. 4, No. 3,
pp 1-15.

Miller, D. 1983. “The Correlates of
Entrepre-neurship in 3 Types of Firm,
in Mana-gement Science, Vol 29,
pp.70-91.



Governance: Jumnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 3 Mo, 1 April-September 2014

Morse, Richardo S, Terry F. Buss and C
Morgan Kinghorn. 2007. Transforming
Public Leadership for the 2lst
Century, MLE. Sharpe, Armonk New
York.

Muhammad, Fadel. 2008, Reinventing Local
Government,  Pengalaman  Dari
Daerah, Jakarta: Elex Media
Komputindo.

Onghokham, 1980, “The Bureaucratic Elite
in Indonesia; A Historical
Background”, in Prisma, Vol 19. 11-
24.

Olsen, Johan P. 2004
Administration and the Search for
Theoretical Foundations,” PS§:
Political Science and Politics 37, pp.
69-73.

Osborne, David and Ted Gaebler, 1992.
Reinventing Governement, Reading
MA: Harvard University Press.

Osborne, Stephen P, 2010. The New Public
Governance ? Emerging Perspective
on the Theory and Practice of Public
Governance, London & New York:
Routledge.

Palmer, C. 2007. “The Role of Leadership in
the Collective Enforcement of Com-
munity Property Rights in Indonesia,
in Society and Natural Resource, Yol.
20, pp 397-413.

Pollit, C & Bouckaert, 2004, [Public
Manage-ment Reform: A Comparative
Analysis, Oxford : Oxford University
Press.

Purbokusumo, Yuyun, 2010.
“Kepemimpinan Entrepreneur di Era
E-Government”, dalam Erwan Agus
Purwanto, Reformasi  Birokrasi,
Kepemimpinan dan Pelayanan Publik,
Yogyakarta: Gava Media.

Purwanto, Erwan Agus dan Agus Pramusinto
(ed), 2009, Reformasi Birokrasi,
Kepemimpinan dan Pelayanan Publik,
Yogyakarta: Gava Media.

i0

“Citizen, Public

Rainey. The Change of Effective Public
Organization and  Management,
Revised 16 July 2003,
http://www.media wiley. pdf diakses
17 Oktober 2003.

Rosenbloom, Dawvid H. 1986, Public
Administration,Un derstanding Mana-
gement, Politics and Law in the Public
Sector, New York: Random House Inc.

Syafri, Wirman 2012. Studi Tentang
Administrasi Publik, Jakarta: Erlangga.

Suryadi, 2008, Transformasi Paradigma
Kepemimpinan, Putra Media
Nusantara, Surabaya.

Suwarno, PJ. 1990, Sejarah Birokrasi
Pemerintahan Indonesia, Dahulu dan
Sekarang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Thoha, Miftah, 1999, “Demokrasi dalam
Birokrasi Pemenntah, Peran Kontrol
Rakyat dan Netralitas Birokrasi”,
dalam Pidato Pengukuhan Jabatan
Guru Besar, Yogyakarta: Fisipol
UGM

Wart, Montgomery van and Lisa A. Dicke.
2008, Administrative Leadership in the
Public Sector, M.E. Sharpe. Armonk,
New York.

Wibawa, Samodra, 2005, Peluang
Penerapan New Public Management
Untuk Kabupaten di Indoensia,
Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press.

Vigoda, Eran (ed), 2002. “The Legacy of
Public Administration: Background
and Review”, in Public Administration:
An Interdiciplinary Critical Analysis,
New York: Marcel Dekker Inc.

Yulk, Gary, 1994, Kepemimpinan Dalam
Organisasi, Prenhalindo, Jakarta

2006. Leadership in
Organizations, Pearson Education Inc.,
New Jersey.

Kompas, 28 November 2012

Suara Merdeka, 12 Januan 2012




